PT RUMAH SAKIT PELNI PELNI

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No.ci-30/ARS/XI1/2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
(CODE of CORPORATE GOVERNANCE) PT. RUMAH SAKIT PELNI

DIREKSI PT. RUMAH SAKIT PELNI

Menimbang : 1. Bahwa merujuk pada prinsip dan penerapan tata kelola perusahaan yang
baik (Good Corporate Governance), perlu disusun Pedoman Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (CoCG) sebagai salah satu soft-structure Good
Corporate Governance.

2. Bahwa GCG Code merupakan arahan strategis Direksi dan Dewan
Komisaris dalam penerapan GCG sekaligus menjadi Pedoman bagi
pelaksanaan pengelolaan Perusahaan yang baik serta acuan dalam
pengambilan keputusan operasional Perusahaan.

3. Bahwa dengan adanya CoCG diharapkan dapat mengendalikan dan
mengarahkan hubungan antara Organ Perseroan (Pemegang Saham,
Dewan Komisaris, Direksi), Karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta
masyarakat dan lingkungan berjalan secara baik dan kepentingan semua
pihak terpenuhi

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu
menetapkan Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit sebagai acuan
bagi PT Rumah Sakit dalam menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan
(Good Corporate Governance) ditetapkan pada Surat Keputusan Direksi
PT Rumah Sakit PELNI.

Mengingat : 1. Undang — Undang Nomor 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007
tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor
106);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang
Badan usaha Milik Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Kesehatan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Peraturan Menteri BUMN  Nomor PER- 09/MBU/2012 tentang
Penerapan Tata Kelola Perseroan Yang Baik (Gaoa' Corporate
Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara;

6. Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/2012 tanggal 29 Maret 2012
tentang Pengangkatan Anggota D|rek51 Dan Anggota Dewan Komisaris
Anak Perseroan BUMN; ‘
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7. Akta Pendirian PT Rumah Sakit PELNI Nomor 07 Tahun 2007 tanggal
09 November 2007, dan yang terakhir diubah dengan Akta No. 36
tanggal 31 Maret 2020, yang dibuat oleh Ashoya Ratam, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.
AHU-AH.01.03-0172907 tanggal 02 April 2020.

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. RUMAH SAKIT PELNI TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (Code of
Corporate Governance) PT. RUMAH SAKIT PELNI.

Seluruh anggota perseroan RS PELNI baik dalam hubungannya sebagai
Komisaris, Direksi, pegawai organik dan non-organik, pegawai struktural
dan non-struktural, mitra perusahaan, dan stakeholder lainnya wajib
mengacu pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate
Governance) dalam aktivitasnya PT RS PELNI agar tidak menimbulkan

ekses hukum kepada pihak manapun, baik Perdata, Pidana, dan Tipikor.

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor
178A/ARS/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dinyatakan sudah tidak
berlaku lagi.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bilamana terjadi kekeliruan atau kesalahan dikemudian hari

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2021
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dr. Dewi Fankhuningdyah Fitriana
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan latar belakang akademis, kebutuhan Good Corporate Governance (GCG)
timbul berkaitan dengan principal-agency theory, yaitu untuk menghindari konflik
antara principal dan agent-nya. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan
tersebut haruslah dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak.

Peningkatan aktivitas bisnis perusahaan dan semakin ketatnya persaingan diperlukan
pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga
pengelolaan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu,
implementasi Good Corporate Governance (selanjutnya disebut GCG) dalam sebuah
perusahaan menjadi kebutuhan sekaligus tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam
perkembangan bisnis dewasa ini. GCG merupakan sistem sekaligus struktur dalam
rangka memberi keyakinan kepada seluruh pihak yang berkepentingan
(Stakeholders) bahwa perusahaan dikelola dan dikendalikan untuk melindungi
kepentingan Stakeholders sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan dan
Prinsip-prinsip GCG

PT Rumah Sakit PELNI, sebagai Anak Perusahaan dari PT Pertamina Bina Medika IHC
yang merupakan Anak dari Perusahaan BUMN, mengacu pada Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 dan
telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012
tentang Penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik (Good Corporate Governance)
pada Badan Usaha Milik Negara, Good Corporate Governance adalah suatu proses
dan struktur yang digunakan oleh Organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan
usaha dan akuntabilitas Perseroan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam
jangka panjang dengan tetap memperhatikan stakeholders lainnya, berlandaskan
peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

PT. Rumah Sakit PELNI berdiri berdasarkan Akta Pendirian PT. Rumah Sakit PELNI



Nomor : PT Rumah Sakit PELNI Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 09 November 2007,
dan yang terakhir diubah dengan Akta No. 36 tanggal 31 Maret 2020, yang dibuat
oleh Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-
AH.01.03-0172907 tanggal 02 April 2020.

Keputusan PT Pertamina Bina Medika IHC sebagai Induk Perseroan untuk mendirikan
PT. Rumah Sakit PELNI, dimaksudkan untuk mengembangkan usaha pelayanan
kesehatan kepada masyarakat secara mandiri dalam suatu Perseroan karena core
business yang Sejalan dengan PT Pertamina Bina Medika IHC selaku Induk
Perseroan.

Dengan memperhatikan pentingnya tujuan penerapan GCG tersebut diatas, maka
Manajemen PT RS PELNI berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan
(GCG) dalam pengelolaan Rumah Sakit sehari-hari. Komitmen tersebut diwujudkan
antara lain dengan membuat infra struktur GCG yang melandasi penerapan GCG di
lingkungan Perusahaan diantaranya dengan penyusunan pedoman GCG yang
menjadi acuan bagi OrganOrgan Perusahaan (Pemegang Saham/RUPS, Dewan
Komisaris, Direksi, Karyawan, dan stakeholder lainnya) di lingkungan PT. Rumah
Sakit PELNI

Penerapan GCG pada pengelolaan Rumah Sakit tetap juga harus dilaksanakan
dengan memperhatikan peraturan yang ada, norma yang berlaku dari Anggaran
Dasar PT Rumah Sakit PELNI. Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini merupakan revisi
atau penyempurnaan dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan tahun 2019 yang
ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor: 096/ARS/VI/2019
Tanggal 28 Juni 2019. Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, Pedoman Tata Kelola
Perusahaan ini akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika
lingkungan usaha yang terjadi. Namun demikian, dalam setiap perubahannya
Perseroan tidak akan mengorbankan nilai-nilai yang telah ada hanya untuk
keuntungan jangka pendek. Keberhasilan implementasi pedoman GCG juga sangat
tergantung pada komitmen dari seluruh Organ Perseroan untuk menegakkan dan

melaksanakan Tata Kelola Perseroan yang baik tersebut.



B. Maksud Pedoman
Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi

seluruh Organ Perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik

(Good Corporate Governance) di lingkungan Korporat dan seluruh unit usaha yang

dimiliki oleh Perseroan.

C. Tujuan Penerapan GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan akan meningkatkan citra dan

kinerja perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi Pemegang Saham, serta

bertujuan untuk:

1.

Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-
prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan
kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan;

Terlaksananya pengelolaan Perusahaan secara profesional dan mandiri;
Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh Organ perusahaan yang
didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Terlaksananya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Stakeholder.

D. Visi, Misi, Core Value, Motto, Core Believes, Corporate Culture

i

2.

3.

VISI :

Solusi Terbaik untuk Kesehatan Keluarga dan Mitra Terpercaya dalam ekosistem
Kesehatan Indonesia

MISI :

1. Memberikan layanan kesehatan terbaik dan mudah diakses tanpa batas.

2. Menciptakan lingkungan kerja yang aman, ramah, dan tangkas melalui
inovasi, kolaborasi dan dijitalisasi.

3. Membangun Daya Saing Perusahaan berbasis nilai manfaat dalam industry
kesehatan Indonesia

CORE VALUE

Tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama AKHLAK Menjadi Nilai Utama Budaya PT RS
PELNI Sebagai Landasan Mewujudkan Pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.

A Penjabaran AKHLAK :Amanah adalah memegang teguh kepercayaan yang

diberikan.
a. Kata kunci : Integritas, tulus, konsisten, dapat dipercaya



b. Kalimat afirmasi : Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan

¢. Panduan perilaku : Memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas
tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan, berpegang teguh kepada nilai
moral dan etika

Kompeten adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas .

Kata kunci : Kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, ahli dibidangnya

a. Kalimat afirmasi : Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

b. Panduan perilaku : Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan
yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, menyelesaikan tugas
dengan kualitas terbaik

Harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan

a. Kata kunci : Peduli/caring, menghargai perbedaan (diversi)

b. Kalimat afirmasi : Kami saling peduli dan menghargai perbedaan

c. Panduan perilaku : Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka
menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusi

Loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

a. Kata kunci : Komitmen, dedikasi / rela berkorban, kontribusi

b. Kalimat afirmasi : Kami berdedikasi dan mengutamakan bangsa dan negara

c. Panduan perilaku : Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN,
dan negara, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, patuh
kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika

Adaptif adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan perubahan

a. Kata kunci : Inovasi, antusias terhadap perubahan, proaktif

b. Kalimat afirmasi : Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan
ataupun menghadapi perubahan

c. Panduan perilaku : Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus
menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi, bertindak
proaktif

Kolaboratif adalah membangun semangat kerja yang sinergis

a. Kata kunci : Kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik

b. Kalimat afirmasi : Kami mendorong kerjasama yang sinergis

c. Panduan perilaku : Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk
berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah,
menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

MOTTO : “"Rumah Sakit PELNI, Terdepan, Terkemuka,
Terpercaya”.

. CORE BELIEVES

a. Customer Focus : Mengutamakan kepuasan pelanggan

b. Good Corporate Governance (TARIF) the spirit of Transparency, the needs
of Accountability, sense of Responsibility, the power of Integrity , lead to
Fairness



c. Capability : Organisasi yang kuat dengan tim building yang solid dan

kompeten
d. Human Capital . Sebagai basis pembangunan keunggulan daya saing
e. Accounting s Akurat dan Prudent.
6. CORPORATE CULTURE . Aman, Ringkas, Menyembuhkan

A Aman : Berfokus pada keselamatan pegawai, pasien dan Organisasi,
berdasarkan 16 (enambelas) mata rantai yang diwakili oleh SIMBOL
BUDAYA AMAN bersumber dari buku JCI dan buku anti Fraud;

R Ringkas : Berfokus ada Efisiensi diseluruh aspek Kegiatan, 7 (Tujuh) jurus
Ringkas diwakili oleh SIMBOL BUDAYA RINGKAS;

M Menyembuhkan : Berfokus pada menciptakan lingkungan yang
memberikan pengalaman positif bagi pasien dan keluarganya untuk
mempercepat proses penyembuhan.

E. TUJUAN PERUSAHAAN

Menciptakan profit dan benefit tanpa mengabaikan faktor sosial.

2. Memberikan layanan kesehatan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan.
3. Menciptakan nilai tambah agar dapat tumbuh dan berkembang.

4. Secara berkesinambungan meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia.

—

F. DAFTAR ISTILAH

Istilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman ini, kecuali disebutkan lain, mengandung

pengertian sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar (AD) adalah anggaran dasar/ketentuan yang tercantum pada
Akta Pendirian PT Rumah Sakit PELNI Nomor 07 Tahun 2007 tanggal 09 November
2007, dan yang terakhir diubah dengan Akta No. 36 tanggal 31 Maret 2020, yang
dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah
memperoleh persetujuan KementerianHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No. AHU-AH.01.03-0172907 tanggal 02 April 2020.

2. Anggota Dewan Komisaris adalah anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk
kepada individu (bukan sebagai Dewan/ Board).

3. Anggota Direksi adalah anggota dari Direksi yang mengelola sebuah Direktorat
dan bertanggung jawab terhadap jalannya operasional Direktorat yang menjadi
tanggung jawabnya. Menunjuk kepada individu dan bukan sebagai Dewan (boara).

4. Auditor Eksternal adalah auditor dari luar Perseroan yang independen dan



10.

1.

profesional yang memberikan jasa audit maupun non audit kepada Perseroan.
Auditor Internal (Satuan Pengawasan Internal) adalah fungsi struktural di
lingkungan Perseroan, yang bertugas melaksanakan audit dan memastikan sistem
pengendalian internal Perseroan dapat berjalan efektif.

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi
Perseroan dengan kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, Organ pendukung Dewan Komisaris, pekerja, serta pihak lain yang
bekerja untuk dan atas nama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang meliputi keseluruhan Anggota

Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan Dewan (Board) yang bertugas melakukan

pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi

sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi adalah Organ Perseroan yang meliputi keseluruhan Anggota Direksi

sebagai satu kesatuan Dewan (Board) yang berwenang dan bertanggung jawab

penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di

luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang

- undangan yang berlaku.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris :

a. Berasal dari luar Perseroan;

b. Tidak terafiliasi dengan Direktur, anggota Dewan Komisaris lainnya dan
Pemegang Saham;

c. Bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi

kepentingan Perseroan.

Komite Audit adalah komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam

rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk mengkaji

dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan

tugas auditor internal dan eksternal.

Unit Manajemen Risiko adalah Unit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam

rangka membantu melaksananakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terutama
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13.

14.

15.
16.
17

18.

19,

20.

untuk fungsi pengawasan yang berkaitan dengan manajemen risiko.Dewan
KomisarisPerseroan

Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi
dan Dewan Komisaris.

Pemegang Saham/ Shareholder adalah orang atau badan hukum yang secara
sah memiliki satu atau lebih saham pada Perseroan. Dalam hal ini pemegang saham
PerseroanPT RS PELNI adalah PT Pertamina Bina Medika IHC, PT Pelayaran
Nasional Indonesia atau disingkat “PT PELNI”, dan Yayasan Kesehatan Pensiunan
Perseroan Terbatas Pelayaran Nasional PT PELNI.

Pekerja adalah setiap orang yang terikat secara formal dalam suatu hubungan
kerja dengan Perseroan, dari jabatan yang paling rendah sampai dengan yang
paling tinggi yaitu 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

Perseroan adalah PT Rumah Sakit PELNI

Perusahaan adalah menunjuk kepada perusahaan secara umum.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang
memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar
Perseroan

Kesekretariatan Perusahaan adalah fungsi struktural dalam Organisasi
Perseroan yang bertugas memberikan  dukungan kepada Direksi dalam
pelaksanaan tugasnya serta bertindak sebagai penghubung antara Pemegang
Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Unit Kerja dan Stakeholders.

Corporate Governance adalah struktur dan proses yang digunakan oleh Organ
Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna
mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya

Dokumen/arsip Perusahaan adalah data, catatan dan/atau keterangan yang
dibuat dan/atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan
perusahaan, baik tertulis di atas kertas, atau sarana lain maupun terekam dalam

media apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar
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21. Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh
suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika usaha

22. Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/tugas
dibandingkan dengan rencana kerjanya pada masa tertentu guna mewujudkan misi
Perusahaan

23. Unit Manajemen risiko adalah metodologi pengelolaan untuk mengendalikan
risiko yang timbul dari aktivitas pengelolaan Perusahaan

24. Pelaporan adalah suatu pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan suatu
kegiatan pada periode tertentu baik bersifat rutin maupun non rutin yang memuat
kejadian-kejadian penting

. REFERENSI

1. Undang — Undang Nomor 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 106);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan usaha
Milik Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata
Kelola Perseroan Yang Baik ( GoodCorporate Governance) Pada Badan Usaha Milik
Negara;

6. Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang
Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perseroan
BUMN;

7. Akta Pendirian PT Rumah Sakit PELNI Nomor 07 Tahun 2007 tanggal 09
November 2007, dan yang terakhir diubah dengan Akta No. 36 tanggal 31 Maret
2020, yang dibuat oleh Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0172907 tanggal 02 April 2020.
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BAB II
PRINSIP-PRINSIP GCG
A. TRANSPARANCY - KETERBUKAAN

Keterbukaan dalam melaksanakan proses, pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai
Perseroan

Pengungkapan informasi yang transparan dilakukan oleh PT Rumah SakitPELNI

dengan tetap mematuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan

sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Dalam pelaksanaannya, PT Rumah Sakit

PELNI membuat kebijakan tentang klasifikasi informasi yang bersifatterbuka dan

tertutup sebagai panduan pelaksanaan bagi seluruh Insan PT Rumah Sakit

PELNI. Transparansi ini diwujudkan PT Rumah Sakit PELNI dengan selalu

mengungkapkan informasi baik keuangan maupun non keuangan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan dan relevan. Transparansi dilakukan terhadap

Pemegang Saham dan juga kepada seluruh stakeholders Perseroan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

a. Perseroan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat
serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada,
komposisi pemegang saham, visi, misi, susunan Direksi dan Dewan Komisaris,
laporan tahunan, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi
perusahaan.

c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Perseroan tidak mengurangi kewajiban
untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

d. Kebijakan Perseroan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan
kepada pemangku kepentingan.

B. ACCOUNTABILITY—- AKUNTANBILITAS

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ, sehingga

pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Persiapan akuntabilitas
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mengharuskan pimpinan Perseroan mempertanggung jawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Hal tersebut dilaksanakan dengan menetapkan rincian peran
dan tanggung jawab masing-masing Organ Perseroan dan karyawan secara jelas
sesuai dengan Visi, Misi, Sasaran dan Strategi Perseroan. PT Rumah Sakit PELNI
meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang
mengatur hubungan antara individu dan/atau Organ yang ada di Perseroan. Oleh
karenanya Perseroan menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing

Organ Perseroan yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi

Perseroan. Akuntabilitas Perseroan diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi

masalah yang timbul sebagai konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu

maupun kepentingan Perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Penerapan
prinsip akuntabilitas ini agar Perseroan dapat mengkomunikasikan hak dan
kewajiban masing-masing dan selalu dapat mengupayakan agar pihak-pihak yang
berkepentingan dengan Perseroan benar-benar memahami hak dan kewajiban
masing-masing tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Perseroan memastikan berlakunya ukuran kinerja dari semua Insan

Perseroan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati selaras dengan nilai-nilai

perusahaan, sasaran usaha dan strategi serta memiliki kebijakan tentang reward

and punishment.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

a. Perseroan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-
masing Organ perusahaan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai
perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan.

b. Perseroan harus meyakini bahwa semua Organ perusahaan dan semua
karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan
perannya dalam pelaksanaan GCG.

c. Perseroan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif
dalam pengelolaan perusahaan.

d. Perseroan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan
yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem
penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).

e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap Organ perusahaan
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dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman
perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.
C. RESPONSIBILITY —PERTANGGUNGJAWABAN
Kesesuaian didalam pengelolaan Perseroan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Pertanggungjawaban diwujudkan dengan dipenuhinya antara lain kewajiban
PT.Rumah Sakit PELNI dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku
dari Pemerintah Pusat dan Daerah, terkait dengan bidang usaha korporasi antara
lain ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kewajiban perpajakan,
kesehatan dan keselamatan kerja dan persaingan usaha.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Organ Perseroan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan
memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran
dasar dan peraturan perusahaan.
b. Perseroan harus melaksanakan tanggung jawab sosial, antara lain peduli
terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar

perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

D. INDEPENDENCY —KEMANDIRIAN

Kemandirian adalah suatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional
tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak-pihak manapun
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-
prinsip korporasi yang sehat.

Dalam pelaksanannya, kemandirian dapat diwujudkan dengan selalu
menghormati hak & kewajiban, tugas & tanggung jawab serta wewenang
masing-masing Organ. Oleh karena itu, Perseroan dalam mengambil keputusan
bertindak obyektif dan bebas dari segala tekanan, menghindari terjadinya
dominasi yang tidak wajar oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh
kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (confiict of interest).
Kemandirian ditekankan oleh Perseroan dengan selalu menghormati hak dan
kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Organ
Perseroan. Perseroan yakin bahwa kemandirian merupakan suatu keharusan
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agar Organ Perseroan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat

keputusan yang terbaik bagi Perserocan. Setiap Organ Perseroan akan

melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang

berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain Organ Perseroan tidak ada yang dapat

mencampuri pengurusan Perseroan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

a. Masing-masing Organ Perseroan harus menghindari terjadinya dominasi oleh
pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari
benturan kepentingan (conflict of interesf) dan dari segala pengaruh atau
tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

b. Masing-masing Organ Perseroan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya
sesuai dengan anggaran dasar dan Peraturan Perundang-undangan, tidak
saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan

yang lain.

. FAIRNESS—- KEWAJARAN

Kewajaran diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-
hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan
Perseroan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dalam pola karir tanpa
membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin dan juga diberlakukan sistem
pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-
undangan yang berlaku.

Perseroan akan selalu memastikan agar pihak yang berkepentingan dapat
mengeksekusi hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perseroan juga akan selalu memastikan agar Perseroan dapat mengeksekusi
haknya terhadap pihak yang berkepentingan sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh
Stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi
kepentingan Perseroan sesuai dengan prinsip keterbukaan dan melalui

mekanisme yang berlaku.
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Pedoman Pokok Pelaksanaan

a.

Perseroan harus memberikan kesempatan kepada Pemangku Kepentingan
untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan
perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip
transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

Perseroan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada
pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan
kepada perusahaan.

Perseroan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan
karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

F. MAKSUD DAN TUJUAN

1)

2)

Maksud

Pedoman Code of Corporate Governance dimaksudkan untuk memberikan

pedoman atau acuan bagi Organ Perseroan, yang terdiri dari Rapat umum

Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi dan seluruh jajaran

Perseroan dalam melaksanakan Good Corporate Governance secara efektif di

lingkungan PT. Rumah Sakit PELNI dan SBU.

Tujuan

Tujuan penerapan praktik Good Corporate Governance adalah :

a) Memaksimalkan nilai Perseroan bagi Pemegang Saham dengan cara
meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, bertanggung jawab,
dan kewajaran agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat baik secara
nasional maupun internasional serta dengan demikian menciptakan iklim
yang mendukung investasi;

b) Pengelolaan Perseroan secara professional, transparan, efisien, serta
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Komisaris,
Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham;

¢) Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi dalam membuat keputusan
dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi serta
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang — undangan yang
berlaku. Disamping itu perlu adanya kesadaran tanggung jawab social
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Perseroan baik terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholders)
maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan.
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